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The purpose of this study is to empirically prove the influence of the 
competence of government human resources, the application of 
accounting systems and accounting information systems on the quality 
of regional financial reports. This research was conducted at the Binjai 
City Regional Work Unit (SKPD). This study uses a quantitative 
associative research type. The data analysis technique used is data 
quality test, classic assumption test, multiple linear regression test, 
hypothesis test and determination coefficient test (Adjusted R Square). 
The basis for sampling in this study using purposive sampling with a 
sample size of 40 employees. The results of this study indicate that the 
competence of government human resources has a significant positive 
effect on the quality of regional financial reports. The application of the 
accounting system has a significant positive effect on the quality of 
financial statements. The accounting information system has a 
significant positive effect on the quality of regional financial reports. 
Meanwhile, together the competence of government human resources, 
the application of accounting systems and accounting information 
systems has a significant positive effect on the quality of regional 
financial reports. This can be seen in the results of the coefficient of 
determination (Adjusted R Square) which means the variability of the 
dependent variable which can be explained by the independent variable 
64.4%. While the remaining 35.6% is explained by other variables that 
are not included in the regression model. 
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 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan secara 
empiris pengaruh kompetensi SDM pemerintah, penerapan 
sistem akuntansi dan sistem informasi akuntansi terhadap 
kualitas laporan keuangan daerah. Penelitian ini dilakukan 
pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Binjai. 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian asosiatif bersifat 
kuantitatif. Teknik analisis data yang digunakan yaitu uji 
kualitas data, uji asumsi klasik, uji regresi linier berganda, uji 
hipotesis dan uji koefisien determinasi (Adjusted R Square). 
Dasar pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan 
purposive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 40 
pegawai. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kompetensi 
SDM pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap 
kualitas laporan keuangan daerah. Penerapan sistem akuntansi 
berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan 
keuangan. Sistem informasi akuntansi berpengaruh positif 
signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. 
Sedangkan secara bersama-sama kompetensi SDM pemerintah, 
penerapan sistem akuntansi dan sistem informasi akuntansi 
berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan 
keuangan daerah.. Hal tersebut dapat dilihat pada hasil 
koefesien determinasi (Adjusted  R Square) yang berarti 
variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh 
variabel independen sebesar 64,4%. Sedangkan sisanya 35,6% 
dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak dimasukan dalam 
model regresi. 
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PENDAHULUAN  

Pemerintah adalah entitas pelapor (reporting entity) yang harus membuat laporan 
keuangan sebagai bentuk pertanggungjawabannya karena: (a) pemerintah menguasai 
dan mengendalikan sumber-sumber yang signifikan, (b) penggunaan sumber-sumber 
tersebut oleh pemerintahan yang dapat berdampak luas terhadap kesejahteraan dan 
ekonomi rakyat, dan (c) terdapat pemisahan antara manajemen dan pemilikan sumber-
sumber tersebut. 

Fenomena perkembangan pemerintahan di Indonesia saat ini adalah tuntutan 
akuntabilitas terhadap pemerintah baik di pusat maupun daerah. Tuntutan 
akuntabilitas sektor publik terkait dengan perlu dilakukannya transparansi dan 
pemberian informasi kepada publik dalam rangka pemenuhan hak-hak publik. 
Akuntabilitas keuangan adalah pemberian informasi atas aktivitas dalam menjaga 
keakuratan laporan keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pemerintah 
baik pusat maupun daerah, harus dapat menjadi subyek pemberi informasi dalam 
rangka pemenuhan hak-hak publik yaitu hak untuk tahu (right to know), hak untuk 
diberi informasi (right to be informed) dan hak untuk didengar aspirasinya (right to be 
heard and to be listened to) (Abdul Halim, 2013). Oleh karena itu, pemerintah wajib 
merespon tuntutan akuntabilitas tersebut di atas. 
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Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dapat tercermin dari hasil 
pemeriksaan BPK. Pemeriksaan atas laporan keuangan dilakukan dalam rangka 
memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam 
laporan keuangan. Adapun kriteria pemberian opini menurut Undang-Undang Nomor 
15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (a) 
kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (b) kecukupan pengungkapan 
(adequate disclosures), (c) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undang, dan (d) 
efektivitas sistem pengendalian intern (Ratifah dan Ridwan, 2012). 

Permasalahan mengenai kualitas laporan keuangan kini semakin hangat untuk 
diperbincangkan. Permasalahan ini dibuktikan dengan diperolehnya opini disclaimer 
dibeberapa instansi pemerintah daerah yang ada di Indonesia.Opini disclaimer diberikan 
terhadap laporan keuangan karena Badan Pengawas Keuangan mengalami kesulitan 
dalam menerapkan prosedur audit pada beberapa pos yang disajikan. Rendahnya 
kualitas laporan keuangan, secara umum disebabkan penyusunan laporan keuangan 
yang belum memenuhi standar akuntansi pemerintahan, penyelenggaraan sistem 
pengendalian internal yang belum memadai dan kurangnya kompetensi staf akuntansi 
yang ada (Udiyanti et al, 2014). 

Fenomena yang terjadi dalam laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan 
(BPK) sepanjang semester I-2016 untuk tahun pelaporan 2015, Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK) mencatat masih banyak laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) 
yang belum memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Dalam LKPD 2015, 
tercatat hanya 58 persen atau 312 LKPD yang memperoleh opini WTP. Sementara itu, 
LKPD lainnya tercatat memperoleh opini lain seperti Wajar dengan Pengecualian 
(WDP), Tidak Menyatakan Pendapat, dan Tidak Wajar (TW). Wajar dengan 
Pengecualian (WDP) tercatat ada 187 LKPD, Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) 30, dan 
Tidak Wajar (TW) empat LKPD. 

Badan Pemeriksa Keuangan juga mengungkapkan 10.198 temuan yang memuat 15.568 
permasalahan. Sebanyak 51 persen permasalahan adalah ketidakpatuhan terhadap 
ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketidakpatuhan tersebut berkaitan dengan 
penyerahan laporan keuangan pemerintah daerah yang tidak tepat waktu. Hal ini 
membuktikan bahwa masih terdapat ketidaksesuaian yang berhasil ditemukan oleh 
Badan Pemeriksa Keuangan dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah 
daerah.  

Kompetensi Sumber Daya Manusia merupakan faktor yang memengaruhi kualitas 
laporan keuangan. Kompetensi Sumber Daya Manusia adalah pengetahuan, 
keterampilan, dan sikap seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Dinas daerah 
sebagai organisasi pemerintahan daerah membutuhkan sumber daya manusia yang 
kompeten. Selain sumber daya manusia yang kompeten, Penerapan Standar Akuntansi 
Pemerintahan juga memiliki pengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Instansi 
pemerintah mulai tahun 2015 harus menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
(LKPD) sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu berbasis akrual.  

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan mewajibkan setiap entitas pelaporan, yang 
dalam hal ini termasuk pemerintah daerah untuk melaporkan upaya-upaya yang telah 
dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan 
terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, 
transparansi, keseimbangan antara generasi dan evaluasi kinerja. Namun, penerapan 
standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual belum sepenuhnya efektif. Secara 
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umum terdapat lima masalah pokok yang ditemukan BPK dalam upaya implementasi 
Standar Akuntansi Berbasis Akrual yang belum sepenuhnya efektif diantaranya: (1) 
Pemerintah daerah telah menyusun regulasi dan kebijakan terkait implementasi SAP 
berbasis akrual, namun belum relevan dan mutakhir, (2) Analisis kebutuhan SDM 
pengelola keuangan, aset dan IT serta pereview LKPD dalam rangka implementasi SAP 
berbasis akrual pada pemerntah daerah belum memadai, (3) Optimalisasi pegawai 
pengelola keuangan aset dan IT serta pereview LKPD dalam rangka implementasi SAP 
berbasis akrual pada pemerintah daerah belum memadai, (4) Implementasi 
pengembangan sistem aplikasi berkelanjutan dalam pengelolaan teknologi informasi 
belum sepenuhnya dilaksanakan, (5) Penerapan pengendalian umum atas aplikasi 
keuangan daerah belum optimal (bpk.go.id, 2016). 

Tahun Anggaran (TA) 2018 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Binjai 
mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan 
(BPK). Walau sudah kali keenam mengantongi opini WTP, laporan keuangan 
pemerinah daerah Kota Binjai masih terdapat catatan dari Badan Pemeriksa Keuangan. 
Salah satu catatan yang diberikan adalah masih belum tepatnya pencatatan aset-aset 
daerah Kota Binjai. Banyak aset milik Pemerintah daerah Kota binjai yang belum jelas 
statusnya seperti beberapa bangunan Pemerintah Daerah Kota Binjai. Kepala Badan 
Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Binjai, Amir Hamzah juga memaparkan bahwa 
Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Derah Kota Binjai masih belum 
memenuhi kompetensi sebesar 40 persen (tribunmedan.com, 2018). 

Selain itu, terdapat perbedaan hasil penelitian dari beberapa penelitian yang telah di 
lakukan.  Hasil penelitian yang dilakukan Devi Roeviyanti (2012) yaitu kompetensi SDM 
dan penerapan standar akuntansi keuangan daerah secara parsial berpengaruh 
signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Penelitian yang dilakukan 
Angga Dwi Rahmadi (2013) menyatakan bahwa hanya 25,6% kualitas laporan keuangan 
pemerintah daerah dipengaruhi oleh sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah. 
Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. 

Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan Putriasri Pujanira (2017) yang 
menyatakan bahwa, kompetensi SDM, standar akuntansi pemerintah dan penerapan 
sistem akuntansi keuangan pemerintah secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap 
kualitas laporan keuangan pemerintah. Sedangkan secara bersama-sama kompetensi 
SDM, standar akuntansi pemerintah dan penerapan sistem akuntansi keuangan 
pemerintah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan 
pemerintah. 

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah dan fenomena yang terjadi, penulis 
tertarik untuk melakukan penelitian lanjutan yang nantinya dapat memberikan hasil 
yang lebih memadai dengan data yang relevan pada kondisi sekarang ini. Oleh karena 
itu, pada penelitian ini penulis mengambil judul “Pengaruh Kompetensi SDM 
Pemerintah, Penerapan Standar Akuntansi dan Sistem Informasi Akuntansi 
Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada SKPD Kota Binjai)”. 

METODE PENELITIAN 

Pendekatan Penelitian 

Berdasarkan pendekatan penelitian maka penelitian ini termasuk jenis penelitian 
kuantitatif. Kasmir (2012) menyatakan, “Penelitian asosiatif/kuantitatif merupakan 
penelitian yang bertujuan untuk mengetahui derajat hubungan dan pola/bentuk 
pengaruh antar dua variabel atau lebih, dimana dengan penelitian ini maka akan 
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dibangun suatu teori yang berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol 
suatu gejala. Penelitian ini membahas pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat 
dimana, kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan 
dan sisitem akuntansi keuangan daerah sebagai variabel bebas sedangkan kualitas 
laporan keuangan pemerintah daerah di sebagai variabel terikat”. 

Lokasi dan Waktu Penelitian 

Menurut Ghozali (2016), “Penelitian ini adalah data dokumenter. Data dokumenter 
adalah data yang memuat apa dan kapan suatu kejadian atau transaksi, serta siapa yang 
terlibat dalam suatu kejadian. Penelitian ini dilakukan pada Satuan Kerja Perangkat 
daerah (SKPD) Pemerintah Kota Binjai”. Penelitian ini dilakukan mulai dari September 
2020 sampai dengan selesai. 

Populasi dan Sampel 

Populasi 
Sugiyono (2010) menyatakan bahwa, “Populasi adalah generalisasi yang terdiri dari 
objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 
peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun populasi objek 
dalam penelitian ini mencakup pegawai tetap/pegawai negeri sipil (PNS) bagian 
keuangan yang berkerja di SKPD (Satuan kerja Perangkat daerah) Kota Binjai. 

Sampel 
Sampel pada penelitian ini adalah pegawai tetap/pegawai negeri sipil (PNS) bagian 
keuangan yang bekerja di SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Kota Binjai. Teknik 
pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. 
Metode purposive sampling adalah teknik pemilihan sampel dimana tidak dilakukan 
generalisasi terhadap sampel yang diambil. Teknik purposive sampling lebih digunakan 
pada penelitian-penelitian yang lebih mengutamakan tujuan penelitian dari pada sifat 
populasi dalam menentukan sampel penelitian. Metode purposive sampling dengan 
kriteria yaitu pegawai tetap/pegawai negeri sipil (PNS) bagian keuangan yang berkerja 
di SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Kota Binjai. 

Kriteria pemilihan sampel dalam penelitian ini ditetapkan sebagai berikut: 
a. Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah 

Kota Binjai. 
b. Memiliki Masa Kerja sekurang-kurangnya 1 tahun pada SKPD (Satuan Kerja 

Perangkat Daerah) yang bersangkutan. 
c. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja pada bidang penanggungjawab anggaran, 

bendahara permasukan dan bendahara pengeluaran. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Karakteristik Responden 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer dalam 
penelitian ini diperoleh dengan cara menyebar kuesioner pada Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (SKPD) Kota Binjai. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
primer. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 60 responden. Responden dalam 
penelitian ini adalah seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) koordinator keuangan. Dari 
kuisioner yang disebarkan maka diperoleh hasil karakteristik responden sebagai 
berikut: 
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Tabel 1. Karakteristik Responden 

No Keterangan Jumlah Presentase 
1. Laki-laki 26 43,3 % 
2. Perempuan 34 56,7 % 

Jumlah 60 100 % 
No Keterangan Jumlah Presentase 
1 S1 39 65 % 
2 S2 21 35 % 

Jumlah 60 100 % 
No Keterangan Jumlah Presentase 
1 26 s.d 30 Tahun 12 20 % 
2 31 s.d 40 Tahun 32 53,3 % 
3 > 40 Tahun 16 26,7 % 

Jumlah 60 100 % 
No Keterangan Jumlah Presentase 
1 1-10 Tahun 32 53,3 % 
2 11-20 Tahun 15 25 % 
3 >20 Tahun 13 21,6 % 

Jumlah 60 100 % 
Sumber: Diolah Peneliti (2025) 

Berdasarkan Tabel 1, mayoritas responden berjenis kelamin perempuan (56,7%) dan 
berpendidikan S1 (65%). Dari segi usia, kelompok usia 31–40 tahun mendominasi 
dengan 53,3%, menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai berada pada usia produktif 
dengan pengalaman kerja yang memadai. Selain itu, 53,3% responden memiliki masa 
kerja 1–10 tahun, yang juga menunjukkan bahwa mayoritas pegawai berada pada masa 
kerja yang produktif untuk mendukung pencapaian target organisasi. 

Uji Kualitas Data 

Uji Validitas 

Untuk mendapatkan data primer peneliti melakukan penyebaran kuisioner kepada 
Pegawai Negeri Sipil (PNS) bagian keuangan yang bekerja di Satuan Kerja Perangkat 
daerah (SKPD), sebelum kuisioner disebarkan kepada 40 responden, penulis terlebih 
dahulu melakukan try out kepada 20 orang responden dengan memberikan 30 butir 
pertanyaan yang dibagi menjadi 4 variabel yaitu Kualitas Laporan keuangan Daerah (Y), 
Kompetensi SDM Pemerintah (X1), Penerapan Standar Akuntansi (X2) dan Sistem 
Informasi Akuntansi (X3) untuk menguji valid dan reliabelnya seluruh pernyataan 
tersebut. Hasil uji validitas dapat dilihat pada Tabel 2 

Tabel 2. Hasil Uji Validitas 

No Butir Penyataan Rhitung Rtabel Keterangan 
1 Y.1 0,885 0.210 Valid 
2 Y.2 0,685 0.210 Valid 
3 Y.3 0,788 0.210 Valid 
4 Y.4 0,899 0.210 Valid 
5 Y.5 0,925 0.210 Valid 
6 Y.6 0,510 0.210 Valid 
7 Y.7 0,935 0.210 Valid 
8 Y.8 0,866 0.210 Valid 
9 X1.1 0.735 0.210 Valid 

10 X1.2 0.908 0.210 Valid 
11 X1.3 0.742 0.210 Valid 
12 X1.4 0.900 0.210 Valid 
13 X1.5 0.722 0.210 Valid 
14 X1.6 0.907 0.210 Valid 
15 X1.7 0.912 0.210 Valid 
16 X1.8 0.931 0.210 Valid 
17 X1.9 0.898 0.210 Valid 
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No Butir Penyataan Rhitung Rtabel Keterangan 
18 X1.10 0.803 0.210 Valid 
19 X1.11 0.780 0.210 Valid 
20 X1.12 0.866 0.210 Valid 
21 X1.13 0.885 0.210 Valid 
22 X1.14 0.530 0.210 Valid 
23 X1.15 0.396 0.210 Valid 
24 X2.1 0.486 0.210 Valid 
25 X2.2 0.685 0.210 Valid 
26 X2.3 0.673 0.210 Valid 
27 X2.4 0.550 0.210 Valid 
28 X2.5 0.703 0.210 Valid 
29 X2.6 0.745 0.210 Valid 
30 X2.7 0.730 0.210 Valid 
31 X2.8 0.486 0.210 Valid 
32 X2.9 0.685 0.210 Valid 
33 X2.10 0.673 0.210 Valid 
34 X2.11 0.766 0.210 Valid 
35 X2.12 0.597 0.210 Valid 
36 X2.13 0.616 0.210 Valid 
37 X2.14 0.766 0.210 Valid 
38 X2.15 0.670 0.210 Valid 
39 X2.16 0.789 0.210 Valid 
40 X2.17 0.656 0.210 Valid 
41 X2.18 0.847 0.210 Valid 
42 X2.19 0.976 0.210 Valid 
43 X2.20 0.814 0.210 Valid 
44 X2.21 0.759 0.210 Valid 
45 X2.22 0.572 0.210 Valid 
46 X2.23 0.585 0.210 Valid 
47 X2.24 0.683 0.210 Valid 
48 X3.1 0,718 0.210 Valid 
49 X3.2 0,428 0.210 Valid 
50 X3.3 0,440 0.210 Valid 
51 X3.4 0,839 0.210 Valid 
52 X3.5 0,556 0.210 Valid 
53 X3.6 0,795 0.210 Valid 

Sumber: Diolah Peneliti (2025) 

Secara keseluruhan, suatu butir pernyataan atau indikator dinyatakan valid apabila nilai 
rhitung lebih besar daripada rtabel pada taraf signifikansi 5% dan bernilai positif. 

Uji Reliabilitas 

Pengukuran relibitas dalam penelitian ini dilakukan dengan cara one shot atau 
pengukuran sekali saja. Disini pengukuran hanya sekali saja dan kemudian hasilnya 
dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur relibilitas dengan uji statistik 
Cronbach Alpha (ᾱ) (Ghozali, 2015). 

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Cronbach Alpha (ᾱ) N Of Item 

Kualitas Laporan Keuangan Daerah 0.948 8 
Kompetensi SDM Pemerintah 0.882 15 
Penerapan Standar Akuntansi 0.887 24 
Sistem Informasi Akuntansi 0.958 6 

Sumber: Diolah Peneliti (2025) 

Berdasarkan hasil tabel 3 diatas, diketahui bahwa semua pernyataan dari variabel 
kualitas laporan keuangan daerah (Y), kompetensi SDM pemerintah (X1). penerapan 
standar akuntansi (X2) dan sistem informasi akuntansi (X3) memiliki nilai Cronbach 
Alpha (ᾱ) yang lebih besar dari 0,60, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua 
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pernyataan yang digunakan untuk variabel kualitas laporan keuangan daerah (Y), 
kompetensi SDM pemerintah (X1). penerapan standar akuntansi (X2) dan sistem 
informasi akuntansi (X3) dalam penelitian ini adalah reliabel. 

Uji Asumsi Klasik 

Uji Normalitas Data 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel 
pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2015). 

 
Gambar 1. Grafik Histogram 

Sumber: Hasil Olahan SPSS (2021) 

 

 
Gambar 2. Grafik Normality P-plot 

Sumber: Hasil Olahan SPSS (2025) 

Berdasarkan gambar 1 dan 2 di atas, terlihat bahwa penyebaran data (titik) menyebar 
diagonal dan mengikuti arah garis diagonal yang berarti bahwa data berdistribusi 
normal atau model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

Tabel 4. One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized Residual 

N 60 
Normal Parametersa,b Mean .0000000 

Std. Deviation 1.92814196 
Most Extreme Differences Absolute .075 

Positive .041 
Negative -.075 

Test Statistic .075 
Asymp. Sig. (2-tailed) .200c,d 

a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 

Sumber: Hasil Olahan SPSS (2025) 
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Uji Multikolinearitas 

Menurut Ghozali (2015), “Uji multikolinieritas diperlukan untuk mengetahui ada 
tidaknya variabel independen yang memiliki kemiripan antar variabel independen 
dalam suatu model”. Selain itu untuk uji ini juga untuk menghindari kebiasaan dalam 
proses pengambilan keputusan mengenai pengaruh pada uji parsial masing-masing 
variabel independen terhadap variabel dependen. Jika VIF yang di hasilkan diantara 1-
10 maka tidak terjadi multikolinieritas. Output nya tampak pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 5. Uji Multikolinearitas 

Coefficientsa 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   
Kompetensi SDM Pemerintah .891 1.122 
Penerapan Sistem Akuntansi .897 1.115 
Sistem Informasi Akuntansi .899 1.001 

a. Dependent Variable: Kualitas_Laporan_Keuangan_Daerah 
Sumber: Hasil Olahan SPSS (2025) 

Uji Heteroskedastisitas 

Heterokedastisitas menguji terjadinya perbedaan variance residual suatu periode 
pengamatan ke periode pengamatan yang lain. Cara memprediksi ada tidaknya 
heteroskedastisitas pada suatu model dapat dilihat dengan pola gambar Scatterplot, 
regresi yang tidak terjadi heteroskedastisitas jika: 

1. Titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0. 

2. Titik-titik data tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja. 

3. Penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang melebar 
kemudian meyempit dan melebar kembali. 

4. Penyeberan titik-titik data tidak berpola. 

 
Gambar 3. Grafik Scatterplot 

Sumber: Hasil Olahan SPSS (2025) 

Pada gambar 3 terlihat bahwa titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka nol pada 
sumbu Y dan tidak terlihat pola tertentu. Dengan demikian pada persamaan regresi 
linear berganda dalam model ini tidak ada gejala atau tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Analisis Regresi Linear Berganda 

Menurut Ghozali (2015), “Analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini 
dilakukan untuk meramalkan bagaimana hubungan variabel independen dengan 
variabel dependen”. Hasil uji regresi ini dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 5. Regresi Linear Berganda Coefficientsa 

Coefficientsa 
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

B Std. Eror Beta 
1 (Constant) -.899 7.582  

Kompetensi SDM 
Pemerintah 

.345 .157 .273 

 Penerapan Sistem Akuntansi .332 .105 .395 
 Sistem Informasi Akuntansi .350 .096 .432 
a. Dependent Variable: Kualitas_Laporan_Keuangan_Daerah  

Sumber: Hasil Olahan SPSS (2025) 

Dari Tabel 6 dapat dirumuskan suatu persamaan regresi untuk mengetahui pengaruh 
kompetensi SDM pemerintah, penerapan sistem akuntansi dan sistem informasi 
akuntansi sebagai berikut: 

Y= -0,899 + 0,345 X1 + 0,332 X2 + 0,350 X3 

Koefisien-koefisien persamaan regresi linear berganda di atas dapat diartikan sebagai 
berikut: 
1. Konstanta sebesar  menunjukkan bahwa apabila tidak ada variabel independen (X1 

= 0, X2 = 0, X3 = 0) maka variabel dependen akan sebesar -0,899. 
2. Variabel kompetensi SDM pemerintah sebesar 0,345 menunjukkan bahwa setiap 

kenaikan variabel kompetensi SDM pemerintah sebesar 1% akan diikuti oleh 
kenaikan variabel kualitas laporan keuangan daerah sebesar 0,345 dengan asumsi 
variabel lain tetap. 

3. Variabel penerapan sistem akuntansi sebesar 0,332 menunjukkan bahwa setiap 
kenaikan variabel penerapan sistem akuntansi sebesar 1% akan diikuti oleh kenaikan 
variabel kualitas laporan keuangan daerah sebesar 0,332 dengan asumsi variabel lain 
tetap. 

4. Varaiabel sistem informasi akuntansi sebesar 0,350 menunjukkan bahwa 
setia[ kenaikan variabel sistem informasi akuntansi sebesar 1% akan diikuti oleh 
kenaikan variabel kualitas laporan keuangan daerah sebesar 0,350 dengan asumsi 
variabel lain dianggap tetap. 

Uji Hipotesis 

Uji Parsial (Uji-t) 

Ghozali (2015) menjelaskan bahwa, “Uji t-statistik diperlukan untuk melihat nyata 
tidaknya pengaruh variabel yang dipilih terhadap variabel yang diteliti. Uji t-statistik 
digunakan untuk menguji pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat 
secara parsial”. Dengan menguji satu arah dalam tingkat signifikansi = α dan df = n–k 
(n=jumlah observasi, k= jumlah parameter) maka hasil pengujian akan menunjukan: 

1. Jika t-hitung < t-tabel pada α 0.05, maka H1 ditolak dan H0 diterima. 

2. Jika t-hitung > t-tabel pada α 0.05, maka H1 diterima dan H0 ditolak. 

Tabel 6. Uji Statistik Parsial (Uji-t) 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig B Std. Eror Beta 

1 (Constant) -.899 7.582  2.658 .013 
Kompetensi SDM Pemerintah .345 .157 .273 3.384 .002 

 Penerapan Sistem Akuntansi .332 .105 .395 3.160 .004 
 Sistem Informasi Akuntansi .350 .096 .432 3.655 .001 

a. Dependent Variable: Kualitas_Laporan_Keuangan_Daerah    
Sumber: Hasil Olahan SPSS (2025) 
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Tabel 6 di atas menunjukkan hasil uji statistik t antara variabel independen dengan 
variabel dependen. Variabel kompetensi SDM pemerintah memiliki nilai thitung sebesar 
3,384 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,002 dan ttabel sebesar  1,670 dengan df = 60 
pada taraf 0,05. Tingkat signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 yang berarti H0 ditolak 
dan H1 diterima sehingga dapat dikatakan bahwa variabel kompetensi SDM 
pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. 

Variabel penerapan sistem akuntansi memiliki nilai thitung sebesar 3,160 dengan 
tingkat signifikansi sebesar 0,004 dan ttabel sebesar 1,670 dengan df = 60 pada taraf 
0,05.Tingkat signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 dan nilai beta yang dihasilkan 
adalah positif besar 0,332 yang berarti H0 ditolak dan H1 diterima sehingga dapat 
dikatakan bahwa variabel penerpan sistem akuntansi berpengaruh positif signifikan 
terhadap kualitas laporan keuangan daerah. 

Variabel sistem informasi akuntansi memiliki nilai thitung sebesar 3.655 dengan tingkat 
signifikansi sebesar 0,001 dan ttabel sebesar 1,670 dengan df = 60 pada taraf 0,05. Tingkat 
signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 yang berarti H0 ditolak dan H1 diterima 
sehingga dapat dikatakan bahwa variabel sistem informasi akuntansi berpengaruh 
positif signifikan terhadap Kecenderungan kualitas laporan keuangan daerah. 

Jadi, berdasarkan hasil pengujian regresi secara parsial pada tabel diatas menunjukkan 
bahwa variabel kompetensi SDM pemerintah (X1), penerapan sistem akuntsndi (X2) dan 
sistem informasi akuntansi (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas 
laporan keuangan daerah (Y). 

Uji Simultan (Uji-F) 

Secara simultan, pengujian hipotesis dilakukan dengan uji-F (F test). Uji-F dilakukan 
untuk menguji apakah variabel-variabel independen berpengaruh secara simultan 
terhadap variabel dependen. Uji ini dilakukan dengan membandingkan signifikansi F-
hitung dengan ketentuan: 

1) Jika F-hitung < F-tabel pada α 0.05, maka H1 ditolak dan H0 diterima. 

2) Jika F-hitung > F-tabel pada α 0.05, maka H1 diterima dan H0 ditolak.  

Tabel 7. Uji Simultan (Uji-F) 

 
Model 

Sum of Squares  
Df 

Mean Square  
F 

 
Sig. 

1 Regression 41.832 3 13.944 14.304 .027b 

 Residual 222.558 59 9.273 

 Total 264.390 60  

a. Dependent Variable: Kualitas_Lapotan_Keuangan_Daerah 
b. Predictors: (Constant), X1, X2, X3 

Sumber: Hasil Olahan SPSS (2025) 

Setelah uji-F dilakukan, maka diperoleh nilai Fhitung dan nilai signifikansi. Nilai 
Fhitung sebesar 14,304 sedangkan Ftabel sebesar 2,76 dengan df pembilang = 3, df 
penyebut = 60 dan taraf signifikan α = 0.05 sehingga Fhitung > Ftabel Dengan demikian 
maka H1 ditolak dan H0 diterima. Artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara 
komptensi SDM pemerintah (X1), penerapan sistem akuntansi (X2), dan sistem 
informasi akuntansi (X3) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap 
kualitas laporan keuangan daerah (Y). Pada Tabel 4.15 dapat dilihat bahwa tingkat 
signifikansi sebesar 0.000 < dari taraf yang ditentukan α = 0.05 mengindikasikan bahwa 
X1, X2, dan X3 secara bersama- sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Y. 
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Koefesien Determinasi R2 (Adjusted R-Square) 

Nilai koefisien korelasi (R) menunjukkan seberapa besar korelasi atau hubungan antara 
variabel-variabel independen dengan variabel dependen. Koefisien korelasi dikatakan 
kuat jika nilai R berada di atas 0.5 dan mendekati nilai 1. Koefisien determinasi (R2) 
menunjukkan seberapa besar variabel independen menjelaskan variabel dependennya. 
Nilai R square adalah nol sampai dengan satu. Apabila nilai R square semakin mendekati 
satu, maka variabel- variabel independen memberikan semua informasi yang 
dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Sebaliknya, semakin kecil 
nilai R square, maka kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan 
variasi variabel dependen semakin terbatas. Nilai R square memiliki kelemahan yaitu 
nilai R square akan meningkat setiap ada penambahan satu variabel independen 
meskipun variabel independen tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel 
dependen. Dengan demikian, nilai adjusted R square digunakan untuk mengevaluasi 
mana model regresi terbaik. 

Tabel 8. Koefesien Determinasi R2 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

Durbin-Watson 

1 .803a .693 .644 .14803 2.482 
a. Predictors: (Constant), Y 
b. Dependent Variable: X1, X2, X3 
Sumber: Hasil Olahan SPSS (2025) 

Dilihat dari Tabel 9 koefisien determinasi (R2) menunjukkan angka Adjusted R Square 
0,644 atau 64,4% yakni berarti variasi variabel kualitas laporan keuangan pemerintah (Y) 
dapat dijelaskan oleh variabel kompetensi SDM pemerintah (X1), penerapan sistem 
akuntansi (X2) dan sistem informasi akuntansi (X3), sisanya 35,6% dapat dijelaskan oleh 
variabel lain diluar dari variabel penelitian. 

Pembahasan 

1. Pengaruh Kompetensi SDM Pemerintah (X1) Terhadap Kualitas Laporan 
Keuangan Daerah (Y) 

Menurut Keputusan Kepala BKN No. 46A/2007, kompetensi adalah kemampuan 
dan karakteristik pegawai berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang 
diperlukan untuk melaksanakan tugas secara profesional. Di Kota Binjai, SDM yang 
menyusun laporan keuangan dinilai cukup baik dan mampu melaporkan tepat 
waktu. Hal ini sejalan dengan teori stewardship yang menekankan pentingnya SDM 
berkompeten dan berorientasi pada kepentingan organisasi. Penelitian ini 
mendukung temuan Devi Rovieyanti (2012) bahwa kompetensi SDM berpengaruh 
terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Nilai thitung 3,384 > ttabel 1,670 dengan 
signifikansi 0,002 < 0,05 menunjukkan bahwa X1 berpengaruh positif signifikan 
terhadap Y. 

2. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi (X2) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan 
Daerah (Y) 

PSAK No. 1 Tahun 2012 menjelaskan bahwa SAK merupakan kerangka penyusunan 
laporan keuangan agar seragam. Kota Binjai menggunakan Perwal No. 8/2016 
sebagai pedoman sistem akuntansi. Penerapan sistem akuntansi membuat laporan 
lebih jelas, mudah dipahami, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana diatur 
dalam PP No. 71/2010. Hasil penelitian mendukung studi Kadek Desiana Wati et al. 
(2014) yang menyatakan bahwa penerapan sistem akuntansi berpengaruh terhadap 
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kualitas laporan. Nilai thitung 3,160 > ttabel 1,670 dengan signifikansi 0,004 dan beta 
positif 0,332 menunjukkan X2 berpengaruh positif signifikan terhadap Y. 

3. Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi (X3) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan 
Daerah (Y) 

Menurut Baridwan dalam Lif (2017), sistem informasi akuntansi adalah komponen 
yang mengolah dan mengkomunikasikan informasi keuangan untuk pengambilan 
keputusan. Kota Binjai menggunakan Perwal No. 54/2016 sebagai dasar sistem 
informasi akuntansi. Teknologi informasi berperan penting dalam peningkatan 
kualitas laporan dan mendukung teori kegunaan informasi. Penelitian ini sejalan 
dengan Vicky Agustiawan Lasoma (2013) bahwa sistem informasi akuntansi 
berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Nilai thitung 3,655 > ttabel 
1,670 dengan signifikansi 0,001 menunjukkan X3 berpengaruh positif signifikan 
terhadap Y. 

4. Pengaruh X1, X2, dan X3 Secara Bersama-sama Terhadap Kualitas Laporan 
Keuangan Daerah (Y) 

Menurut Yadiati (2017), kualitas pelaporan keuangan bergantung pada pemenuhan 
karakteristik kualitatif dan pengungkapan wajar. Kota Binjai menerapkan SAP 
berbasis akrual sesuai PP No. 71/2010 serta Perda No. 7/2016. Kompetensi SDM, 
penerapan SAK, dan sistem informasi akuntansi yang baik akan meningkatkan 
kualitas laporan keuangan daerah. Hasil uji F menunjukkan Fhitung 14,304 > Ftabel 
2,76 sehingga H1 ditolak dan H0 diterima, yang berarti X1, X2, dan X3 secara simultan 
berpengaruh signifikan terhadap Y. 

SIMPULAN  

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh kompetensi SDM pemerintah, 
penerapan sistem akuntansi dan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan 
keuangan daerah. Berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan dan pengujian yang 
telah dilakukan terhadap 40 dengan menggunakan model regresi linear berganda, maka 
dapat diambil kesimpulan bahwa: 

1. Kompetensi SDM pemerintah (X1) berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas 
laporan keuangan daerah (Y) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota 
Binjai. 

2. Penerapan sistem akuntansi (X2) berpengaruh postif signifikan terhadap kualitas 
laporan keuangan daerah (Y) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota 
Binjai. 

3. Sistem informasi akuntansi (X3) berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas 
laporan keuangan daerah (Y) pada Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) Kota 
Binjai. 

Kompetensi SDM pemerintah (X1), penerapan sistem akuntansi (X2) dan sistem 
informasi akuntansi (X3) secara bersama-sama berpengaruh positif signifikan terhadap 
kualitas laporan keuangan daerah (Y) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota 
Binjai.retensi karyawan. 
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